BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan:

1. Pasal 28 ayat (5) dan (6) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 belum
efektif dalam meningkatkan ketaatan pasangan calon dan tim kampanye
untuk membersihkan APK secara mandiri pada masa tenang Pilkada 2024
di Kabupaten Bojonegoro. Hal ini ditunjukkan oleh masih adanya 3.935
APK yang harus ditertibkan oleh penyelenggara pemilu. Ketidakefektifan
tersebut dipengaruhi oleh lemahnya pengaturan sanksi, keterbatasan
sumber daya, rendahnya kesadaran hukum peserta pilkada, dan budaya
hukum yang belum mendukung kepatuhan terhadap aturan.

2. KPU Kabupaten Bojonegoro dan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro telah
melakukan upaya preventif dan represif melalui sosialisasi, imbauan,
pengawasan, koordinasi, serta penertiban APK bersama instansi terkait.
Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya mampu meningkatkan
kepatuhan pasangan calon dan tim kampanye dalam melaksanakan
pembersihan APK secara mandiri.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Pasal 28 ayat (5)

dan (6) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 belum efektif dalam

meningkatkan ketaatan pasangan calon dan tim kampanye untuk
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melakukan pembersihan APK secara mandiri, perlu dilakukan
penyempurnaan regulasi dengan memberikan pengaturan yang lebih tegas
mengenai konsekuensi hukum bagi pihak yang tidak melaksanakan
kewajiban tersebut. Pengaturan yang lebih tegas diharapkan dapat
meningkatkan kepatuhan peserta pemilu serta mengurangi pelanggaran
pembersihan APK pada masa tenang.

. Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya KPU Kabupaten Bojonegoro
dan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, perlu dilakukan penguatan
sosialisasi, koordinasi, dan pengawasan secara berkelanjutan kepada
pasangan calon dan tim kampanye mengenai kewajiban pembersihan APK.
Serta bisa dipertimbangkan untuk lembaga Pemilu untuk melakukan
sosialisasi terkait pembersihan secara mandiri kepada pasangan calon atau
tim kampanye serta kepada masyarakat umum. Selain itu, kerja sama
dengan pemerintah daerah dan Satpol PP perlu terus ditingkatkan agar
upaya pencegahan dan penertiban APK pada masa tenang dapat berjalan

lebih efektif serta meminimalisasi pelanggaran yang terjadi.
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